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Abstrak
 

Penelitian ini menganalisis pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana Tindak Pidana

Khusus. Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak

narapidana dan syarat pelaksanaan hak warga binaan  pemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih

lanjut tentang itu dalam PP. Pelaksanaan hak-hak narapidana berupa remisi dan pembebasan bersyarat diatur

lebih lanjut dalam PP No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan pemberian remisi

dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi. kejahatan HAM

berat, dan kejahatan transnasional terorganisir, yang diklasifikasikan dalam PP ini sebagai kejahatan luar

biasa (extra ordinary crime). Pengaturan tersebut tidak sejalan dengan tujuan sistem Sistem Pemasyarakatan,

dan pengaturan tersebut berbeda materi muatan dengan peraturan diatasnya yaitu UU No. 12 Tahun 1995

yang tidak membedakan pemberian remisis dan pembesan bersyarat antara narapidana tindak pidana umum

dan tidak pidana khusus. Perbedaan perlakuan dalam PP No. 99 Tahun 2012 terhadap narapidana tindak

pidana khusus atas haknya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat atas dasar untuk memenuhi

keadilan masyarakat adalah bentuk diskriminasi. Temuan penulis adalah, pertama, Peraturan Pemerintah

Nomor 99 Tahun 2012 kurang menekankan pada pembinaan yang merupakan program lembaga

pemasyarakatan, sehingga pengetatan pemberian remisis dan pembebasan bersyarat lebih kepada

pembalasan dendam kepada warga binaan pemasyarakat (WBP) dengan kasus extra ordinary crime.  Kedua,

adalah adanya upaya penghukuman terhadap narapidana oleh pemerintah, dan ketiga, adalah adanya suatu

bentuk diskriminasi terhadap WBP dengan kasus extra ordinary crime yang keseluruhan nilai yang

terkandung dalam Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tersebut adalah telah melanggar asas-asas

Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia dan tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang lebih tinggi diatasnya.

......This study analyzes the granting of remission and parole for inmates Special Crimes . Article 14

paragraph ( 1 ) of Act Number 12 of 1995 concerning Corrections governing the rights of prisoners and

conditions of exercise of prisoners delegate more about the settings in government regulations .

Implementation of the rights of prisoners in the form of remission and parole further stipulated in Regulation

No.99 of 2012 on the Second Amendment Governemnt Regulations Number 32 of 1999 on the Terms and

Procedures for Implementation of the Rights of prisoners were set tightening granting remission and parole

for inmates terrorism , narcotics , corruption. serious crimes and transnational organized crime , which is

classified as a crime in this Government Regulations extraordinary ( extraordinary crime ) . Such

arrangements are not in line with the objective system Correctional System , and the different settings

substance of the rules above , namely Law No. 12 of 1995 which does not distinguish granting conditional

remisis pembesan between inmates and the general crime and criminal not special . Differences in the

treatment of Government Regulation 99 of 2012, to convict a criminal act specifically on the right to get
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remission and parole on the basis to meet the community justice is a form of discrimination . The findings of

the authors is , first , the Government Regulation No. 99 of 2012 is less emphasis on the development of a

program of correctional institutions , thus tightening granting parole remisis and more to revenge the

correctional prisoners in the case of extraordinary crime . Second , is the effort punishment of prisoners by

the government , and the third , is the existence of a form of discrimination against prisoners with

extraordinary crime cases that the overall value contained in the Government Decree 99 of 2012 is to have

violated the principles of Corrections , Human Rights and of course it is not in accordance with the

principles of the formation of legislation that higher regulations thereon .


